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(E) Isi Abstrak

Akibat pembatasan-pembatasan vana dilakukan dalam ranaoka pencegahan
penyebaran Covid-19, termasuk penutupan operasional perusahaan, potensi
perusahaan vang terpaksa qulung tikar relatif besar. Pemutusan hubunagan kerja
karyawan sudah banyak terjadi. Pemutusan hubunaan kerja ini erat dikaitkan
dengan alasan efisiensi diakibatkan dampak covid-19 ini. Permasalahan dalam
penulisan ini adalah Bagaimana perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan
Kerja (PHK) dengan alasan efisiensi yang sah menurut Undang Undang
Ketenagakerjaan dan Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja
Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Alasan Efisiensi Sebagai Akibat
Pandemi Covid-19. Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jenis
penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang difokuskan pada norma
hukum positf berupa peraturan perundang-undangan, untuk menemukan
kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Hasil
penelitian menunjukkan dengan adanya pandemi covid 19, setiap perusahaan
dipaksa harus dapat melanjutkan usahanya. Kondisi ini menuntut setiap
perusahaan untuk dapat mengoptimalkan faktor-faktor produksi agar dapat
beroperasi. Untuk mewujudkan kondisi tersebut setiap pekerja sebagai salah
satu faktor produksi dituntut harus dapat produktif dalam melaksanakan
pekerjaannya dengan standar kerja yang telah ditentukan oleh pihak
perusahaan. Apabila pekerja terbukti tidak produktif dalam bekerja maka
pengusaha akan melakukan tindakan berupa pemutusan hubungan kerja (PHK)
sebagai langkah pengefisiensian. Hukum tidak melarang pengusaha untuk
melakukan tindakan efisiensi tersebut, akan tetapi tindakan efisiensi akan
menjadi tidak sah apabila alasan, prosedur dan syarat-syarat yang ditentukan
tidak dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
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